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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem merit di
Kementerian Ketenagakerjaan, perlu mengganti
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 434 Tahun
2015 tentang Pedoman Standar dan Kriteria Jabatan
Pelaksana di Kementerian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Kementerian

Ketenagakerjaan;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta
Pembentukan  Rancangan  Peraturan  Menteri di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
750);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan
dan pembangunan.

Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang
menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan
pola kerja.

Ukuran Kinerja Jabatan adalah kuantitas, kualitas,
waktu penyelesaian, dan biaya yang dibutuhkan untuk
menghasilkan output/hasil kerja dalam suatu jabatan.
Kedudukan Jabatan Pelaksana adalah posisi jabatan
pelaksana dalam susunan jabatan dalam suatu unit
kerja yang digambarkan secara vertikal maupun
horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan
tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
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Pasal 2
Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Kementerian digunakan
sebagai pedoman bagi pejabat di bidang pengelolaan sumber
daya manusia aparatur dalam melaksanakan sejumlah fungsi
manajemen PNS terhadap Jabatan Pelaksana di Kementerian
yang meliputi:
a. penyusunan kebutuhan dan pengadaan;
b. penempatan; dan
c. rencana pelatihan atau pengembangan kompetensi

lainnya.

BAB II
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 3

(1) Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam Klasifikasi
Jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik,
mekanisme, dan pola kerja.

(2) Kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
nomenklatur Jabatan Pelaksana.

(3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Tugas Jabatan,
kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi, serta

kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 4
Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 digunakan sebagai acuan bagi setiap satuan
kerja di Kementerian untuk:

a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;

b. penentuan pangkat dan penempatan dalam jabatan;
c. pengembangan karier;

d. pengembangan kompetensi;

e. penilaian kinerja;

f.  penggajian dan tunjangan; dan

g. pemberhentian.
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BAB III
PENETAPAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Kementerian
ditetapkan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua)
jabatan.

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
dan Kedudukan Jabatan Pelaksana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan
dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan
organisasi.
Usulan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perubahan/penyempurnaan nomenklatur jabatan;

dan/atau
b. nomenklatur jabatan pelaksana baru.
Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada
tingkat unit kerja kepada Sekretaris Jenderal.
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat:

a. nomenklatur jabatan;

b. Klasifikasi Jabatan;

c. rincian Tugas Jabatan;

d. uraian Tugas Jabatan;

e. syarat jabatan;

f.  hasil kerja/output jabatan;

g. kualifikasi pendidikan dan/atau profesi;

h. kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural,;

e

kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah

memiliki kelas jabatan; dan
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